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Abstraksi: Hegemoni globalisasi telah mendisrupsi tatanan 
nilai keluarga Muslim melalui penyebaran ideologi childfree dan 
kebebasan seksual yang mendekonstruksi filosofi pernikahan 
Islam dari orientasi sakral-transendental menjadi kontrak 
privat berbasis otonomi tubuh semata. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengeksplorasi konstruksi epistemologis dan 
strategi respon tekstual dalam literatur pesantren 
kontemporer saat mengontekstualisasikan doktrin Maqasid al-
Shari’ah, khususnya aspek hifz al-nasl (pemeliharaan 
keturunan), guna menjawab validitas argumen hak reproduksi 
global tersebut. Menggunakan metode penelitian kepustakaan 
(library research) dengan pendekatan filosofis-yuridis, penelitian 
ini menelaah secara kritis kitab-kitab turats, keputusan Bahtsul 
Masail, dan pemikiran ulama pesantren modern yang dianalisis 
menggunakan pisau bedah usul fiqh seperti Sadd al-Dharai’ dan 
Maslahah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa literatur 
pesantren tidak merespons modernitas dengan penolakan 
dogmatis buta, melainkan melalui dialektika metodologis yang 
canggih; yakni dengan melakukan distingsi tegas antara tanzim 
al-nasl (pengaturan kelahiran) yang diterima sebagai bentuk 
adaptasi rasional-medis, dengan tahdid al-nasl (pemutusan 
keturunan) yang ditolak keras karena melanggar hak Tuhan 
(haqqullah). Pesantren merekonstruksi narasi prokreasi bukan 
sekadar sebagai fungsi biologis, melainkan sebagai investasi 
peradaban dan mandat teologis yang tidak dapat dibatalkan 
oleh hak asasi individu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
sikap pesantren merepresentasikan bentuk resiliensi 
intelektual hukum Islam yang menawarkan konsep 
“kebebasan bertanggung jawab”, sekaligus berfungsi sebagai 
benteng imunitas sosial (social immunity) yang vital untuk 
menjaga keberlangsungan demografi umat dan ketahanan 
keluarga di tengah gempuran hedonisme global. 
Kata Kunci: Childfree, Hukum Keluarga Islam, Hifz al-Nasl, 
Literatur Pesantren, Maqasid al-Shari’ah. 

 
Pendahuluan 

Arus globalisasi telah membawa pergeseran fundamental dalam 
paradigma hukum keluarga, ditandai dengan menguatnya ideologi 
liberalisme dan hak asasi manusia yang menempatkan otonomi individu di 
atas nilai-nilai komunal keagamaan. Fenomena ini memunculkan diskursus 
baru seperti tren childfree (keputusan sadar untuk tidak memiliki keturunan) 
dan redefinisi kebebasan seksual yang seringkali bertentangan secara 
diametral dengan konstruksi hukum keluarga Islam. 1  Jika dalam 
pandangan klasik pernikahan dimaknai sebagai mitsaqan ghalizan yang 

 
1 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity (Cambridge: Polity Press, 2000), hlm. 82. 
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berorientasi pada regenerasi (tanasul), maka dalam perspektif global 
kontemporer, pernikahan seringkali direduksi menjadi kontrak privat yang 
berbasis pada kepuasan dan kesepakatan antar individu semata. Benturan 
paradigma ini menuntut respon intelektual yang serius dari tradisi hukum 
Islam, khususnya tradisi pesantren yang selama ini menjadi garda terdepan 
penjaga ortodoksi keislaman di Indonesia. 

Pesantren memiliki kekayaan literatur klasik (turats) yang menjadi 
referensi otoritatif dalam menjawab persoalan hukum. Namun, seringkali 
muncul stigma bahwa teks-teks klasik tersebut bersifat statis, kaku, dan 
tidak kompatibel dengan isu-isu kemanusiaan modern. Padahal, jika 
ditelaah lebih dalam, literatur pesantren memiliki dinamika internal dan 
mekanisme istinbath hukum yang fleksibel melalui pendekatan maqasid al-
shari’ah (tujuan-tujuan syariat). 2  Problem akademis muncul ketika 
pembacaan terhadap teks pesantren berhenti pada makna harfiah tanpa 
menggali illat (alasan hukum) yang relevan dengan konteks era global. 
Akibatnya, jawaban hukum Islam terkesan tertinggal dan tidak mampu 
memberikan kontra-narasi yang filosofis terhadap argumen hak asasi 
manusia yang diusung oleh penganut paham kebebasan global. 

Kajian-kajian terdahulu mengenai childfree dan isu keluarga global 
mayoritas dilakukan dengan pendekatan sosiologis atau psikologis,3 yang 
memotret fenomena tersebut sebagai realitas sosial.4 Sementara itu, kajian 
yang bersifat normatif seringkali hanya menukil dalil pelarangan tanpa 
melakukan dialog kritis antara teks klasik dengan argumen filosofis 
modern. Terdapat kesenjangan (gap) penelitian yang signifikan dalam 
aspek epistemologis, yakni bagaimana literatur pesantren “mendamaikan” 
doktrin perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dengan realitas tekanan 
ekonomi dan perubahan sosial global yang menjadi alasan utama tren 
childfree. 5  Belum banyak riset pustaka yang secara spesifik membedah 
konstruksi nalar fiqh pesantren dalam merespons isu ini secara 
metodologis, bukan sekadar dogmatis. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan berfokus pada 
analisis teks literatur pesantren kontemporer seperti hasil keputusan 

 
2 Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Shatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah, Juz 2 (Beirut: 
Dar al-Ma’rifah, t.t), hlm.8. 
3 Abdullah Firman Gani, “Literature Review: Indonesia’s Declining Birth Rate and Its 
Implications for Marriage Decisions,” Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman 4 (2025). 
4 Gilles Lipovetsky, Hypermodern Times, terj. Andrew Brown (Cambridge: Polity Press, 
2005), hlm. 34. 
5 Siti Nurhaliza, Dimas Febriawan, and Firman Noor Hasan, “Sentiment Analysis of 
Society Towards the Child-Free Phenomenon (Life Without Children) on Twitter Using 
Naïve Bayes Algorithm,” Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer) 13, no. 1 (2024), 
https://doi.org/10.32736/sisfokom.v13i1.1944. 
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Bahtsul Masail atau karya ulama pesantren modern untuk melihat 
bagaimana mereka melakukan kontekstualisasi maqasid al-shari’ah. 
Penelitian ini tidak bertujuan untuk membela atau menolak tren global 
secara membabi buta, melainkan untuk membuktikan bahwa tradisi 
intelektual pesantren memiliki perangkat metodologis yang canggih untuk 
merespons isu global tanpa kehilangan jati diri syariahnya. Fokus utamanya 
adalah melacak pergeseran atau perluasan makna maslahah (kebaikan 
umum) dalam literatur tersebut ketika berhadapan dengan isu hak 
reproduksi perempuan di era modern. 

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya revitalisasi khazanah 
hukum Islam agar tetap relevan sebagai panduan etis dan yuridis bagi 
masyarakat Muslim modern. Di tengah gempuran pemikiran yang 
mendekonstruksi sakralitas keluarga, penelitian ini hendak menunjukkan 
bahwa hukum Islam yang dikembangkan di pesantren memiliki vitalitas 
dan daya hidup (living law) yang mampu berdialog dengan zaman. Dengan 
demikian, hukum keluarga Islam tidak dipandang sebagai set aturan kuno 
yang membelenggu, melainkan sebagai sistem nilai yang protektif dan 
adaptif terhadap kemaslahatan manusia di era globalisasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 
bagi pengembangan filsafat hukum Islam, khususnya dalam merumuskan 
argumen-argumen hukum yang ramah terhadap kemanusiaan namun tetap 
kokoh dalam prinsip ketuhanan. Bagi akademisi dan praktisi hukum 
keluarga, studi ini akan menyajikan peta pemikiran tentang bagaimana 
menyeimbangkan antara teks suci yang final dengan konteks global yang 
terus berubah, khususnya dalam isu-isu sensitif seputar keluarga dan 
reproduksi. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

yang bersifat kualitatif-filosofis, dengan fokus kajian pada analisis teks dan 
wacana hukum Islam. Sumber data primer yang digunakan meliputi kitab-
kitab fiqh rujukan standar pesantren (seperti Fath al-Wahhab atau I’anatut 
Thalibin) disandingkan dengan dokumen hasil keputusan Bahtsul Masail 
Nahdlatul Ulama dan literatur pemikiran kiai kontemporer yang 
membahas isu keluarga dan maqasid al-shari’ah. Sedangkan data sekunder 
bersumber dari jurnal bereputasi, buku, dan dokumen hukum 
internasional terkait hak asasi manusia dan tren keluarga global. 
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran 
referensi digital maupun cetak, yang kemudian dianalisis menggunakan 
metode analisis isi (content analysis) dan hermeneutika hukum. Pendekatan 
ini digunakan untuk membaca teks tidak hanya dari makna tersurat, tetapi 
juga menggali konteks sosio-historis dan struktur nalar (episteme) yang 
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membangun argumen hukum tersebut, guna menemukan relevansinya 
dengan tantangan era global. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rekonstruksi Epistemologi Hifz al-Nasl Dialektika Teks Pesantren 
dan Hegemoni Wacana Hak Reproduksi Global 

Konstruksi epistemologi hukum keluarga Islam dalam literatur 
pesantren, khususnya terkait konsep hifz al-nasl (pemeliharaan keturunan),6 
dibangun di atas landasan teosentris yang menempatkan prokreasi bukan 
sekadar sebagai konsekuensi biologis atau pilihan gaya hidup, melainkan 
sebagai mandat teologis (taklif) dan strategi peradaban. Dalam kerangka 
teori maqasid al-shari’ah yang dirumuskan oleh Imam al-Shatibi dalam al-
Muwafaqat karya yang menjadi rujukan babon dalam kajian usul fikih di 
pesantren tingkat tinggi (ma'had aly) eksistensi manusia di muka bumi (al-
wujud al-insani)7 diletakkan sebagai prasyarat mutlak bagi keberlangsungan 
agama itu sendiri. Logika yang dibangun sangat fundamental: tanpa adanya 
manusia (keturunan), maka agama tidak akan ada yang mengemban. Oleh 
karena itu, epistemologi pesantren memandang bahwa hifz al-nasl 
menempati level daruriyyat (kebutuhan primer) yang setara urgensinya 
dengan menjaga nyawa (hifz al-nafs).8  Hal ini berbeda secara diametral 
dengan wacana hak reproduksi global yang dipengaruhi oleh etika liberal-
sekuler, yang cenderung menempatkan keputusan memiliki anak dalam 
ranah hak asasi individu (individual rights) dan preferensi personal semata, 
terlepas dari tanggung jawab sosial atau transendental.9 

Literatur pesantren membaca teks syariat dengan paradigma bahwa 
tubuh dan fungsi reproduksi adalah amanah Tuhan (haqqullah) yang 
dititipkan kepada manusia, bukan properti mutlak milik individu. 
Konsekuensi dari pandangan ini sangat krusial ketika dibenturkan dengan 
tren childfree.10 Jika kaum feminis liberal dan penganut childfree berargumen 
atas dasar “Otonomi Tubuh” (Bodily Autonomy) bahwa “tubuhku adalah 
milikku, maka keputusanku adalah mutlak” maka literatur pesantren 
melakukan counter-discourse dengan argumen bahwa tubuh adalah instrumen 

 
6  Faishal Agil Al Munawar, “‘Abd Al-Majīd Al-Najjār’s Perspective on Maqāṣid Al-
Sharī’ah,” Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 20, no. 2 (2021), 
https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4281. 
7  Yulianti, “Konsekuensi Sosial-Ekonomi Anak Dari Hubungan Non-Marital Dalam 
Tinjauan Islam,” Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 06, no. 01 (2025). 
8 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum al-Din, Juz 2 (Beirut: 
Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), hlm. 22-23. 
9 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: 
IIIT, 2008), hlm. 24. 
10 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 
hlm. 6512. (Tentang Tanzim al-Nasl vs Tahdid al-Nasl). 
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ibadah.11 Dalam kitab-kitab fiqh munakahat yang dikaji di pesantren seperti 
Fath al-Wahhab atau Kifayat al-Akhyar, kesanggupan biologis dan finansial 
(ba'ah) melahirkan konsekuensi hukum sunnah atau bahkan wajib untuk 
menikah dan memiliki keturunan. Penolakan secara sadar untuk memiliki 
anak (childfree) tanpa adanya uzur syar'i (seperti penyakit yang 
membahayakan nyawa ibu) dipandang sebagai bentuk kufur nikmah 
(mengingkari nikmat) dan pemutusan terhadap mata rantai regenerasi 
umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW (mubahah).12 

Lebih menukik lagi, respon literatur pesantren terhadap alasan-
alasan rasional penganut childfree juga menyentuh aspek ekonomi dan 
ekologis. Salah satu argumen populer kaum childfree global adalah eco-anxiety 
(ketakutan akan kerusakan lingkungan akibat overpopulasi) dan 
ketidakpastian ekonomi kapitalisme.13 Menghadapi narasi pesimistis ini, 
epistemologi pesantren menawarkan optimisme teologis yang berbasis 
pada konsep Rezeki dan Barakah. Teks-teks tafsir yang diajarkan di 
pesantren, seperti saat menafsirkan ayat “Janganlah kamu membunuh anak-
anakmu karena takut miskin”14 (QS. Al-Isra: 31), membangun mentalitas 
bahwa setiap anak membawa paket rezekinya masing-masing yang telah 
dijamin oleh Tuhan. Pesantren menolak logika Malthusian (teori populasi 
Thomas Malthus) yang melihat manusia semata-mata sebagai “mulut yang 
harus diberi makan” (beban konsumsi). Sebaliknya, tradisi pesantren 
melihat anak sebagai “tangan yang akan bekerja dan berdoa” (aset 
produksi dan spiritual). Dengan demikian, keputusan childfree karena alasan 
takut miskin atau takut masa depan dianggap sebagai cacat akidah, yakni 
ketidakpercayaan terhadap sifat Ar-Razzaq (Maha Pemberi Rezeki) Allah 
SWT. 

Dalam aspek sosiologis dan gender, literatur pesantren kontemporer 
juga mulai melakukan redefinisi peran perempuan untuk menjawab 
tuduhan bahwa syariat Islam “membebani” perempuan dengan fungsi 

 
11 Dri Santoso et al., “Harmony of Religion and Culture: Fiqh Munākahat Perspective on 
the Gayo Marriage Custom,” Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 22, no. 
2 (2022), https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.199-218. 
12 Zakariya al-Ansari, Fath al-Wahhab bi Sharh Manhaj al-Tullab, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 34. 
13 Halimahtu Sadiah and Marlisa Amelia, “Konstrusi Sosial Fenomena Child Free Di 
Sosial Media Instagram (Studi Pada Kasus Gita Savitri),” Kompetensi 17, no. 1 (2024), 
https://doi.org/10.36277/kompetensi.v17i1.190. 
14  M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, “Analisis 
Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan 
Hukum Islam,” The 2nd Conference on Ushuluddin Studies 8 (2022). 
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reproduksi.15 Kritik feminisme global seringkali menarasikan kehamilan 
dan pengasuhan anak sebagai hambatan karir dan bentuk domestikasi 
perempuan. Merespons hal ini, kajian-kajian di pesantren, seperti yang 
tertuang dalam hasil-hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama maupun karya 
ulama Nusantara seperti KH. Bisri Mustofa dalam Al-Ibriz, mereposisi 
peran ibu bukan sebagai domestic servant, melainkan sebagai Madrasatul Ula 
(sekolah pertama).16 Dalam perspektif ini, melahirkan dan mendidik anak 
diangkat derajatnya dari sekadar aktivitas biologis menjadi aktivitas 
intelektual dan spiritual yang bernilai jihad. Epistemologi ini menegaskan 
bahwa Islam tidak melarang perempuan berkarir, namun Islam menolak 
jika karir dijadikan berhala baru yang menihilkan fungsi fitrah kemanusiaan 
untuk beregenerasi. Resiliensi kurikulum pesantren terlihat di sini: ia tidak 
menolak kemajuan peran publik perempuan, namun ia memberikan pagar 
agar emansipasi tidak kebablasan menjadi egosentrisme yang memutus 
nasab. 

Selain itu, rekonstruksi maqasid dalam literatur pesantren modern 
juga mengakomodasi rasionalitas medis melalui pembedaan tegas antara 
tanzim al-nasl (pengaturan jarak kelahiran) dan tahdid al-nasl 
(pembatasan/pemutusan keturunan). Mengutip pandangan ulama 
kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa 
Adillatuhu yang kini banyak dikaji di pascasarjana pesantren, terdapat 
penerimaan terhadap penggunaan kontrasepsi jika tujuannya adalah 
maslahah (kebaikan) bagi kesehatan ibu dan pendidikan anak. Ini 
membuktikan bahwa pesantren tidak anti-sains.17 Namun, titik pisahnya 
sangat jelas bahwa sains digunakan untuk mengelola kehidupan (manage 
life), bukan untuk mencegah kehidupan (prevent life) secara permanen. Jika 
childfree dilakukan dengan prosedur sterilisasi permanen 
(vasektomi/tubektomi) tanpa alasan medis darurat, maka hukum Islam di 
pesantren sepakat mengharamkannya karena dianggap mengubah ciptaan 
Tuhan (taghyir khalqillah). 

Analisis mendalam terhadap literatur ini menunjukkan bahwa 
pesantren sedang membangun “Imunitas Teologis” bagi masyarakat 
Muslim. Di tengah arus globalisasi yang memuja kebebasan tanpa batas 

 
15 MGLSD, “The National Strategy to End Child Marriage and Teenage Pregnancy: A 
Society Free of Child Marriage and Teenage Pregnancy,” Ministry of Gender, Labour and 
Social Development, 2022. 
16 Bisri Mustofa, Al-Ibriz li Ma’rifat Tafsir al-Qur’an al-Aziz, Jilid 1 (Kudus: Menara Kudus, 
2015), hlm. 320 
17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 
hlm. 6512. (Tentang Tanzim al-Nasl vs Tahdid al-Nasl) 
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(unlimited freedom) 18 , pesantren menawarkan konsep kebebasan yang 
bertanggung jawab (responsible freedom). Penolakan terhadap tren childfree dan 
kebebasan seksual dalam teks-teks pesantren bukanlah bentuk kejumudan 
atau ketertinggalan zaman, melainkan sebuah kritik profetik terhadap 
modernitas yang mulai kehilangan arah. Pesantren ingin mengingatkan 
bahwa manusia bukan sekadar makhluk ekonomi yang menghitung 
untung-rugi dalam memiliki anak, melainkan makhluk spiritual yang jejak 
rekamnya di dunia (amal jariyah) ditentukan oleh keberadaan anak saleh 
yang mendoakannya. Tanpa adanya generasi penerus, akumulasi 
peradaban dan transfer nilai agama akan terhenti, dan inilah mafsadah 
(kerusakan) terbesar yang hendak dicegah oleh prinsip Sadd al-Dharai’ 
dalam hukum Islam. 

Interpretasi Teks dan Penerapan Istinbath Hukum dalam 
Merespons Validitas Argumen Childfree 

Respons literatur pesantren terhadap validitas argumen childfree tidak 
dibangun di atas ruang hampa, melainkan melalui mekanisme metodologis 
yang ketat (manhaj al-istinbath) yang memadukan pendekatan kebahasaan 
(lughawi) dan pendekatan tujuan hukum (maqasidi). Ketika penganut paham 
childfree menggunakan logika hak asasi dan kebebasan personal sebagai 
landasan validitas tindakan mereka, literatur pesantren melakukan kontra-
validasi dengan meninjau kembali otoritas teks melalui kacamata usul fiqh. 
Langkah pertama yang ditempuh oleh para pengkaji kitab kuning adalah 
melakukan verifikasi terhadap dilalah al-amr (penunjukan perintah) dalam 
teks-teks syariat yang menganjurkan prokreasi, seperti hadis riwayat Abu 
Dawud yang berbunyi “Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur”. 19 
Dalam diskursus pesantren, perdebatan tidak berhenti pada makna 
tekstual hadis tersebut, melainkan menukik pada status hukum 
perintahnya (sighat al-amr). Meskipun mayoritas ulama pesantren sepakat 
bahwa hukum memiliki anak tidak sampai pada derajat wajib ‘ain yang 
berdosa jika ditinggalkan, namun metode istinbath mereka menegaskan 
bahwa perintah tersebut mengandung nilai sunnah muakkadah (anjuran 
yang sangat ditekankan) yang terikat dengan kemaslahatan umat (maslahah 
‘ammah). Oleh karena itu, argumen childfree yang menyatakan bahwa “tidak 
ada dalil tegas yang mewajibkan punya anak” dianggap sebagai kesimpulan 

 
18  Genine A. Hook, “Geographies of Emotion in University Spaces: Sole Parent 
Postgraduate Subjects Negotiating ‘child-Free’ Educational Boundaries,” Emotion, Space 
and Society 18 (2016), https://doi.org/10.1016/j.emospa.2016.01.004. 
19 Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, “Kitab al-Nikah”, Hadis No. 2050 (Riyadh: 
Maktabah al-Ma’arif, t.t), hlm. 312. 
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yang cacat secara metodologis karena mengabaikan qarinah (indikator) lain 
yang menempatkan prokreasi sebagai fondasi peradaban Islam.20 

Lebih jauh, literatur pesantren menggunakan metode Qiyas (analogi 
hukum) untuk membedah validitas teknis dari praktik childfree,21 terutama 
ketika dikaitkan dengan riwayat tentang ‘azl (coitus interruptus) yang 
diperbolehkan pada masa Nabi. Penganut childfree seringkali menjadikan 
kebolehan ‘azl sebagai legitimasi teologis untuk menolak memiliki anak. 
Menghadapi hal ini, nalar fikih pesantren melakukan diferensiasi yang 
tajam (takhrij al-manath) antara ‘azl sebagai metode penjarangan (tanzim) 
yang bersifat temporer, dengan childfree sebagai ideologi peniadaan (ta’thil) 
yang bersifat permanen. Dalam kitab-kitab syarah seperti Kifayat al-Akhyar 
atau literatur kontemporer hasil Bahtsul Masail, ditekankan bahwa ‘illat 
(alasan hukum) kebolehan ‘azl pada masa Nabi adalah karena alasan-alasan 
darurat atau kemaslahatan spesifik yang tidak membatalkan fungsi 
reproduksi secara total. Sebaliknya, jika childfree ditempuh melalui jalan 
sterilisasi permanen (seperti vasektomi atau tubektomi) tanpa alasan medis 
yang membenarkan (hajah syar’iyyah), maka para ulama pesantren meng-
qiyas-kannya dengan larangan khisha’ (kebiri) yang diharamkan karena 
mengubah ciptaan Allah (taghyir khalqillah). Dengan demikian, validitas 
argumen childfree runtuh ketika dihadapkan pada distingsi metodologis 
antara “mengatur kelahiran” dan “mematikan fungsi kelahiran”.22 

Selain pendekatan tekstual dan analogis, literatur pesantren juga 
menerapkan metode Sadd al-Dharai’ (menutup jalan menuju kerusakan) 
untuk meruntuhkan argumen sosiologis kaum childfree. Argumen yang 
menyatakan bahwa keputusan tidak memiliki anak adalah “hak privat yang 
tidak merugikan orang lain” dipandang oleh nalar pesantren sebagai 
pandangan yang parsial. Dengan menggunakan pisau analisis Sadd al-
Dharai’,23 ulama pesantren memproyeksikan dampak jangka panjang: jika 
pilihan childfree divalidasi sebagai gaya hidup yang sah dan ditiru secara 
massal (tasyabbuh), maka hal itu akan bermuara pada inqirad al-nasl 
(kepunahan keturunan) dan ketimpangan demografi umat Islam. Dalam 
kaidah fikih disebutkan “ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib” (sesuatu 
yang tanpanya kewajiban tidak sempurna, maka ia menjadi wajib). Karena 
menjaga kelestarian umat manusia adalah kewajiban kolektif, maka 

 
20 Erina Pane and Adam Muhammad Yanis, “Child-Free in the Perspective of Positive 
Law in Indonesia,” KnE Social Sciences 10, no. 8 (2025), 
https://doi.org/10.18502/kss.v10i8.18416. 
21 Taqi al-Din al-Hisni, Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar (Damaskus: Dar al-
Khair, 1996), hlm. 355. 
22 Tim LTN PBNU, Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Umat (Kumpulan Hasil Bahtsul 
Masail) (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 412. 
23 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 225. 
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pernikahan yang berorientasi reproduksi menjadi sarana wajib untuk 
mencapainya. Oleh sebab itu, literatur pesantren memandang kampanye 
childfree bukan sekadar pilihan netral, melainkan sebuah dhariah (jalan) yang 
mengarah pada mafsadah (kerusakan) universal, sehingga validitasnya harus 
ditolak demi menjaga kepentingan yang lebih besar. 

Aspek metodologis yang paling krusial dalam respons pesantren 
adalah penggunaan teori Maslahah. Kaum childfree sering berlindung di balik 
argumen bahwa ketidakpunyaan anak membawa kebahagiaan psikologis 
dan stabilitas finansial, yang mereka klaim sebagai bentuk maslahah 
(kebaikan). 24  Di sinilah literatur pesantren memainkan peran korektif 
dengan membedakan antara Maslahah Mu’tabarah (kemaslahatan yang 
diakui syariat) dan Maslahah Mulghah (kemaslahatan yang 
dibatalkan/tertolak). Kenikmatan hidup bebas tanpa tanggungan anak 
yang didalilkan penganut childfree dikategorikan oleh epistemologi 
pesantren sebagai Maslahah Mulghah atau bahkan sekadar pengikutan 
terhadap hawa nafsu (ittiba’ al-hawa), karena “kebaikan” tersebut 
bertentangan dengan teks-teks syariat yang memuji keberadaan anak 
sebagai aset akhirat. Dalam hierarki usul fiqh, akal dan persepsi subjektif 
tentang kebahagiaan tidak boleh membatalkan teks wahyu. Dengan tegas, 
tradisi intelektual pesantren menyatakan bahwa validitas sebuah maslahah 
harus teruji keselaransannya dengan Maqasid al-Shari’ah. Karena childfree 
secara prinsipil bertentangan dengan hifz al-nasl, maka segala argumen 
“kebaikan” yang menyertainya otomatis gugur demi hukum, menyisakan 
kesimpulan bahwa tren tersebut adalah produk dari liberalisasi pemikiran 
yang tidak memiliki akar legitimasi dalam metodologi hukum Islam. 

Relevansi dan Implikasi Pemikiran Hukum Pesantren Membangun 
Ketahanan Keluarga Islam yang Adaptif di Tengah “Modernitas 
Cair” 

Relevansi pemikiran hukum pesantren dalam merespons isu childfree 
dan kebebasan seksual tidak dapat dipandang semata-mata sebagai upaya 
konservasi doktrin masa lalu, melainkan sebagai tawaran strategis dalam 
membangun konsep ketahanan keluarga (family resilience) yang adaptif di 
tengah era “modernitas cair” (liquid modernity).25 Di saat struktur keluarga 
global mengalami disrupsi akibat individualisme ekstrem dan kerapuhan 
ikatan perkawinan, konstruksi hukum Islam yang dipertahankan oleh 
pesantren hadir sebagai “jangkar ontologis” yang memberikan stabilitas. 
Implikasi fundamental dari penolakan pesantren terhadap ideologi childfree 

 
24 Yusuf al-Qaradawi, Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu’asir (Beirut: Muassasah al-Risalah, 
2000), hlm. 88. 
25 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim 
(Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hlm. 105. (Tentang filosofi keluarga sakinah). 
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adalah penguatan kembali visi keluarga bukan sebagai sekadar unit 
ekonomi atau pelampiasan hasrat seksual (sexual partnership), melainkan 
sebagai institusi peradaban yang berorientasi transendental. Dengan 
menempatkan anak sebagai amanah ilahiah26, literatur pesantren secara 
implisit membangun sistem imunitas internal dalam keluarga; di mana 
tantangan ekonomi dan psikologis tidak dilihat sebagai alasan untuk 
membubarkan fungsi reproduksi, melainkan sebagai ladang ujian (ibtila’) 
yang harus dihadapi dengan etos kesabaran dan tawakal. Inilah bentuk 
ketahanan mental yang ditawarkan pesantren: sebuah resiliensi yang 
berbasis pada keyakinan teologis, yang terbukti jauh lebih kokoh 
dibandingkan konsep ketahanan keluarga sekuler yang hanya bersandar 
pada hitungan untung-rugi material.27 

Pemikiran hukum pesantren juga memiliki implikasi signifikan 
dalam merumuskan model keluarga yang adaptif namun tetap berprinsip 
(adaptive traditionalism). Adaptif di sini dimaknai sebagai kemampuan 
hukum Islam untuk berdialog dengan realitas demografi dan kesehatan 
modern tanpa kehilangan jati dirinya. Resiliensi yang dibangun tidak 
bersifat kaku atau anti-realitas. Sebagaimana terlihat dalam penerimaan 
ulama pesantren terhadap konsep tanzim al-nasl (pengaturan jarak 
kelahiran) dan kesehatan reproduksi, hukum Islam menunjukan wajahnya 
yang rasional dan peduli pada kualitas hidup (quality of life). Relevansinya 
terletak pada tawaran “Jalan Tengah” (wasathiyah)28 di antara dua ekstrem 
yakni ekstrem liberal yang menolak anak demi kebebasan mutlak, dan 
ekstrem tekstualis yang menuntut banyak anak tanpa mempedulikan 
kesejahteraan. Pesantren mengisi ruang kosong ini dengan konsep 
maslahah yang seimbang, mendorong reproduksi untuk menjaga eksistensi 
manusia, namun sekaligus mewajibkan tanggung jawab pengasuhan dan 
pendidikan yang layak. Implikasinya, konsep ketahanan keluarga yang lahir 
dari rahim pesantren adalah keluarga yang terencana secara strategis (well-
planned family) namun tetap berserah diri pada takdir Tuhan, bukan 
keluarga yang steril dari keturunan atas nama egoisme pribadi. 

Lebih jauh, relevansi pemikiran ini menyentuh aspek makro-
sosiologis terkait keberlangsungan demografi umat. Di tengah ancaman 
“musim dingin demografi” (demographic winter) yang mulai melanda negara-
negara maju akibat tren childfree, narasi pro-natalitas yang 

 
26 Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 
Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410. 
27  Natasya Nur Fillaili, “Edukasi IPS Trend Bebas Anak Child Free Di Kalangan 
Pasangan Milenial Pasca Menikah,” Journal UNJ 7, no. 1 (2023). 
28  Reza Yazdani et al., “Evaluation of Protective Factors in Caries Free Preschool 
Children: A Case-Control Study,” BMC Oral Health 20 (2020), 
https://doi.org/10.1186/s12903-020-01154-y. 
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dikontekstualisasikan oleh pesantren menjadi benteng pertahanan bagi 
struktur sosial masyarakat Muslim. Implikasi dari doktrin hifz al-nasl yang 
diajarkan pesantren melampaui ruang privat rumah tangga; ia menjadi 
garansi bagi ketersediaan sumber daya manusia di masa depan yang akan 
merawat tatanan sosial dan agama. Dengan menolak validitas childfree, 
pesantren secara tidak langsung sedang mengadvokasi keberlanjutan 
antargenerasi (intergenerational sustainability). Keluarga yang dibentuk 
berdasarkan nalar fikih pesantren disiapkan untuk menjadi produsen nilai 
(value producer), bukan sekadar konsumen gaya hidup. Ketahanan keluarga 
dalam perspektif ini diukur dari seberapa mampu sebuah rumah tangga 
mentransfer nilai-nilai agama (naql al-qiyam) kepada generasi berikutnya, 
sebuah fungsi yang mustahil terjadi jika opsi childfree diadopsi sebagai 
norma sosial.29 

Pada akhirnya, implikasi terpenting dari diskursus ini adalah reposisi 
hukum keluarga Islam sebagai kontra-narasi terhadap hedonisme global. 
Jika globalisasi menawarkan kebahagiaan melalui pelepasan tanggung 
jawab (freedom from responsibility), maka pesantren menawarkan kebahagiaan 
melalui pemenuhan tanggung jawab (freedom through responsibility). Konsep 
Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam tafsir pesantren tidak dimaknai 
sebagai romantisme kosong, melainkan sebagai stabilitas psikologis yang 
diraih melalui perjuangan bersama merawat keturunan. Relevansi 
pemikiran pesantren terletak pada kemampuannya mentransformasi 
“beban” pengasuhan anak—yang ditakuti oleh penganut childfree—
menjadi “investasi” spiritual dan sosial. Dengan demikian, model 
ketahanan keluarga yang digagas pesantren adalah model yang paling 
realistis dan manusiawi untuk menghadapi guncangan era global, karena ia 
mengikat anggota keluarga tidak hanya dengan ikatan darah dan hukum 
negara, tetapi juga dengan visi eskatologis yang melampaui batas 
kehidupan duniawi.30 

Penutup 

Penelitian ini menemukan bahwa literatur pesantren kontemporer 
merespons hegemoni wacana childfree dan hak reproduksi global melalui 
rekonstruksi epistemologis yang canggih, di mana prokreasi ditempatkan 
sebagai mandat teologis dan strategi peradaban, bukan sekadar kontrak 
privat berbasis otonomi tubuh semata1111. Respons ini tidak bersifat 
dogmatis buta, melainkan dibangun melalui dialektika metodologis usul fiqh 

 
29 Ratno Lukito, Legal Pluralism in Indonesia: Bridging the Unbridgeable (London: Routledge, 
2013), hlm. 76. 
30 Ibn Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar al-Salam, 2006), hlm. 95. 
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yang ketat dengan menggunakan instrumen seperti Maqasid al-Shari’ah dan 
Sadd al-Dharai’ untuk menolak validitas argumen kebebasan mutlak 
individu. Poin krusial dalam argumentasi pesantren terletak pada distingsi 
tegas antara tanzim al-nasl (pengaturan jarak kelahiran) yang diterima 
sebagai bentuk adaptasi rasional-medis demi kemaslahatan, dengan tahdid 
al-nasl (pemutusan keturunan) yang ditolak keras karena melanggar hak 
Tuhan (haqqullah) dan mengubah ciptaan-Nya. Dengan demikian, 
pesantren menegaskan bahwa tubuh dan fungsi reproduksi adalah amanah 
ilahiah, sehingga keputusan childfree tanpa alasan syar'i dipandang sebagai 
cacat akidah dan bentuk kufur nikmah. 

Secara implikatif, sikap pesantren ini merepresentasikan tawaran 
konsep "kebebasan bertanggung jawab" (responsible freedom) yang berfungsi 
sebagai benteng imunitas sosial (social immunity) vital di tengah gempuran 
arus individualisme dan hedonisme global. Alih-alih memandang anak 
sebagai beban ekonomi atau hambatan karir sebagaimana narasi liberal, 
literatur pesantren mereposisi pengasuhan anak sebagai investasi spiritual 
dan aset peradaban yang menjamin keberlangsungan demografi umat, 
sekaligus menawarkan optimisme teologis melawan ketakutan akan 
kemiskinan. Pemikiran ini menawarkan model ketahanan keluarga yang 
adaptif namun berprinsip, di mana keluarga Muslim didorong untuk 
menjadi produsen nilai (value producer) yang tidak hanya terikat oleh 
hubungan darah, tetapi juga visi eskatologis yang melampaui batas 
kehidupan duniawi, sehingga mampu mencegah terjadinya "musim dingin 
demografi" yang mengancam struktur sosial masyarakat 
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